


14.

15.

16.

17.
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19.
20.

21.

22
23.

24

25.

26.

__—_

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952),

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154),

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi
Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan,
Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum,

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok
Firjaniion Karyn Peromeohngr Prrtambangan Batubara,

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/201/M.
PE/1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan
Umum.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.
PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
Umum.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.
PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan
Pencemaran Lingkungan pada Kegjatan Usaha Pertambangan Umum.
Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/10/
MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan di Bidang
Investarisasi Sumberdaya dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan
Pemetaan Kerentanan Gerakan Tanah.

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/
MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan dibidang Pertambangan Umum..

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001
tentang Jenis Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi
Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Propinsi Tingkat I Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja -Dinas-Dinas Daerah
Propinsi Kalimantan Tengah.
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Menetapkan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

S

10.

11

12,

13,

Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya
sebagai Badan Eksekutif Daerah. :

Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan
Tengah. ‘

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Propinsi Kalimantan Tengah. '

Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan,
pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan dan
bahan galian yang menjadi kewenangan daerah.

Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyelidikan, penggalian
pengolahan/pemurnian dan pemanfaatan serta konservasi bahan galian tambang,

Bahan galian tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala
macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam yang
menjadi kewenangan daerah.

Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di
daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta
geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih
teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.

105



16.

17.

22
23.
24,

25.

26.

hH

2)

. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan

galian dan memanfaatkannya.

. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian

serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan
galian ini.

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki. mengembalikan
kemanfaatan, atau meningkatkan daya guna lahan yang rusak akibat kegiatan
pertambangan sesuai kemampuannya.

Pengangkutan adalah Segala usaha pemindahan bahan galian dan pengolahan dan
pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemumian.

. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian

bahan galian.

. Wilayah pencadangan potensi bahan gatian tambang adalah wilayah yang mempunyai

potensi bahan golian tatbang yany diradanaler ~tan tidak akan ditambang saat ini.

. lzin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut 1UP adalah kewenangan vang

diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan sebagian atau
seluruh kegiatan pertambangan.

. lzin usaha jasa pertambangan yang selanjutnya disebut 1UP-jasa adalah izin usaha

pertambangan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan
usaha jasa dibidang pertambangan.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif
tentang, potensi bahan galian tambang,

Pembinaan adalah segala usaha vang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk,
bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan
perundang-undangan pengelolaan pertambangan.

Pengendalian adalah segala usaka yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan
pemantaiian kegsatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana
demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

Hak tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum
Indonesia.

8AS Ul
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAS

Pasal 2
Gubernur memiliki wewenang dan tanggung, jawab untuk melakukan pengelolaan di
bidang pertambangan.

Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud datiam ayat (1)
dilakukan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Enerygj.
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(3) Wewengan dan 1anggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) untuk
lintas Kabupaten/Kota, 4-12 mil laut dan yang belum bisa dilaksanakan oleh
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Tata cara pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan pertambangan oleh
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

1. Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan
Pertambangan.

2. Memproses dan menerbitakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum,
IUP eksplorasi, 1UP eksploitasi, 1UP pengolahan/pemumian, 1UP pengangkutan/
penjualan dan IUP Jasa. '

3. Memproses dan menerbitkan izin-izin pendukung, rekomendasi-rekomendasi dan
persetujuan-persetujuan.

4. Melakukan bimbingan teknis usaha pertambangan yang meliputi

bimbingan teknis penyelidikan umum;

bimbingan teknis eksplorasi:

bimbingan teknis pemboran dan peledakan:

bimbingan teknis pengolahan dan pemurnian;

bimbingan teknis pembuatan study kelayakan dan perencanaan tambang,.

bimbingan teknis kesellamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan;

bimbingan teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL).

5. Melakukan pengembangan bahan galian tambang, yaitu ~

melekukan inventarisasi potensi bahan galian tambang,;

menetapkan wilayah cadangan potensi bahan galian tambang,,

mengadakan penelitian terhadap pemanfaatan bahan galian tambang.

mengadakan pengujian bahan galian tambang;

mengembangkan dan mempromosikan bahan galian tambang terutama produk

unggulan pertambangan:

f.  mengembangkan teknologi di bidang, pertambangan,

g mengembangkan sumber daya manusia dibidang pertambangan.

6. Melaksankan kewenangan-kewenangan lainnya sebagai berikut :

-a. melakukan pendataan, pencatatan, perhitungan, penetapan dan pumungutan iuran
pertambangan.

b. mengupavakan peran aktif pelaku pembangunan dibidang pertambangan untuk ter-
ciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat
dan salivg menguntonglan, mwtas perkgamy, FUP deagae susyarakat setempat.

€. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelotaan dan
pemantauan lingkungan pertambangan di wilayah UP dan di wilayah proyek:

" ™m0 A0 oe

o0 o
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d. mencegah dan penanggulangan kegiatan penambangan tanpa izin,

e. mengesahkan pengangkatan Kepata Teknik Tambang;

f  mengusulkan pengangkatan Inspektur Tambang dan mengatur pelaksanaan
tugasnya.

g melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan

h. melakukan audit lingkungan pertambangan

BAB III
KEGIATAN PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Inventarisasi

Pasal 4

(1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi bahan galian tambang dapat
dilakukan dengan cara meiaksanakan penycuadikan di lapangan melalui kegiatan
penyelidikan umum dan eksplorasi.

(2) Hasii inventarisasi potensi dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan
pertambangan atau rencana induk pertambangan.

(3) Tata cara pelaksanan kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
- Perencanaan

Pasal §

(1) Perencanaan pertambangan atau rencana induk pertambangan dilakukan untuk
tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan secara regional di daerah.

(2) Perencanaan pertambangan dilakukan dengan jalan menetapkan wilayah pencadangan
potensi bahan galian tambang.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pengembangan
Pasal 6
(1) Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi :
a. penelitian pemanfaatan potensi bahan galian tambang;
b. pengujian bahan galian tambang;,
pengembangan dan promosi bahan galian tambang terutama produk unggulan
pertambangan;
d.  .pengembangan teknologi di bidang pertambangan:

pengembangan potensi sumber daya manusia, masyarakat setempat terutama vang
berusaha di bidang pertambangan.
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/ 1atan iti i imaksud dalam ayat (1)
tan’ penelitian dan pengembangan sebagaimana dnm ) .
@ glll;;sk ll:ﬁ:mbanp;an dan Energi dapat melakukan koordinasi dengan instansi yang
terkait.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 7

i i aha pertambangan wajib memiliki izin.
(1) Setiap kegiatan us . ol .
Izin seb mana dimaksud dalam ayat (1), erupa : '
22) I%_;P peaxlggztlidikan umum, IUP eksplorasi, IUP pengolahan/pemurnian, up
pengangkutan/penjualan.
IUP-'asa . . - -
) ’tl)‘.ata car:a dan syarat-syarat untuk mendapatkan [UP diatur lebih lanjut melalui
Keputusan Gubernur. . o o
3) IUIP3 eksploitasi dan IUP pengolahan/pemurnian dapat diberikan setelah memiliki
dokumen Amdal.

Pasal 8

1) IUP ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur. _ . ‘
8 Untuk meﬁerbitkan TUP yang ditetapkan oleh Gub;rndu;, ngimwahkﬁn;enmgiﬁ
. ) . . . aIIla
rtimban, dari aspek teknis, sosial, ekonomi, budaya agat
zhuT:l milc;apat saran dari Kecamatan dan Desa dengan melibatkan masyarakat
setempat.

Pasal 9

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memuat hak danlc(}ev;e?jib;n.
2) TUP dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan GUbernur.
233 Pelaksa%aanpkegiatan JUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat
dikerjasamakan dengan pemegang [UP-Jasa.

Pasal 10

(1) TUP diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian tambang utama dan ikutannya.

(2) Pemegang IUP harus melaporkan jenis bahan gallgn 1@tannya kepada G;llberm;rl.ian i

(3) Pada suatu wilayah usaha pertambangan dapat diberikan IUP untuk .b han g s
yang keterdapeiannya betbeda soteiun, mendapal persetujuan dari pemegang
terdahulu. R . .

(4) TUP dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin-izin lain bersifat teknis.
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Bagian Kelima
Jangka Waktu dan Luas Wilayah IUP

Pasal 11

(1) Jangka waktu pelaksanaan [UP adalah sebagai berikut :

a.

b.

.

£.

@

JUP penyelidikan umum paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk
jangka waktu 1 (satu) ahun lagj.

TUP eksplorasi maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dan
setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk melakukan kegiatan study kelayakan, penyusunan Amdal, Gubernur dapat
memberikan perpanjangan masa [UP eksplorasi selama 3 (tiga) tahun atas
pemintaan pemegang [UP.

PUT iSpionast Paing 1ama 30 “za 10 ghun dan dapat diperpanjarg sebanyak
2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

[UP Pengolahan/Pemurnian paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat
diperpanjang, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

[UP Pengangkutan/Penjualan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat
diperpanjang, setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

[UP jasa dibcrikan untuk jangka w2%tu 3 (tig?) tohun dapat diperpanjang setiap
kalinya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. :

Permohonan perpanjangan [UP diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

berakhirnya [UP.

Pasal 12

(1) Luas wilayah [UP di laut adalah sebagai benikut :

a.

Tahap Penyelidikan Umum
1. untuk badan usaha berbentuk PT. Maximum 100.000 Ha
2. untuk koperasi maximum 10.000 Ha

3. untuk instansi pemerintah dan lembaga penelitian/pengembangan maximum
10.000 Ha.

Tahap Eksplorasi :

1. untuk badan usaha berbentuk PT. Maximum 50.000 Ha

2. untuk koperasi maximum 5.000 Ha

3. untuk instansi pemerintah dan lembaga penelitian/pengembangan maximum
10.000 Ha. .

Tahap Eksploitasi :
1. untuk badan usaha berbentuk PT. Maximum 25.000 Ha
2. untuk koperasi maximum 2.500 Ha

3. perorangan 1000 Ha.

110

h

(@) Luas wilayah IUP di darat adalah sebagai berikut :
a.

Tahap Penyelidikan Umum :

1. untuk badan usaha berbentuk PT. Maximum 25.000 Ha

2. untuk koperasi maximum 1.000 Ha

3. untuk perorangan maximum 50 Ha

4. untuk instansi pemerintah dan lembaga penelitian/pengembangan maximum
10.000 Ha.

Tahap Eksplorasi :

1. untuk badan usaha berbentuk PT. Maximum 10.000 Ha

2. untuk koperasi maximum 500 Ha

3. untuk perorangan maximum 25 Ha

4. untuk instansi pemerintah dan lembaga penelitian/pengembangan maximum
10.000 Ha.

Tahap eksploitasi :

1. untuk badan usaha berbentuk PT. Maximum 5.000 Ha
2. untuk koperasi maximum 250 Ha

3. untuk perorangan maximum 5 Ha.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 13

Hak dan Kewajiban pemegang TUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut :
1. Pemegang IUP berhak untuk :

a.

b.

C.

d.

melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan IUP yang diberikan;

mendapat prioritas pertama untuk meningkatkan IUPnya sesuai dengan tahapan
kegiatan pertambangan;

mendapat prioritas pertama untuk memperleh [UP jenis bahan galian tambang lain
yang berada di wilayah [UPnya;

menjadi anggota asosiasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan.

2. Kewajiban Administratif pemegang I[UP :

a.

menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan
kepada Bupati/Walikota Wilayah TUP atas pelaksanaan kegjatan usahanya sesuai
dengan tahapan IUPnya berdasarkan ketentuan yang akan lebih lanjut oleh
Gubernur.

Menyerahkan laporan akhir kegiatan disertai dengan semua data yang berkaitan
dengan kegiatan vang berada di wilayah IUPnya apabila IUPnya berakhir.
Pemegang [UP pada tahap eksploitasi dalam kawasan hutan wajib meminta izin
pinjam pakai kepada instansi yang mempunyai tugas di bidang kehutanan.
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3)
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* saran Bupati/Walikota.

Kewajiban Teknis Pemegang IUP ‘

a. nleu')eliharar ‘keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta mengikuti petunjuk dari Dinas/Instansi yang
berwenang,

b. Memperbaiki semua kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk
tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan
jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan
pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan
perintah/petunjuk instansi terkait;

c. Melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi sesuai dokumen amdal
dan UKL/UPL;

d  Melakukan pengembangan wilayah, pengembangan masyarakat dan melakukan
kemitraan usaha dengan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip saling
membutuhkon, salize memperkuat dan saling menguntungkan.

Kewajiban Keuangan pemegang [UP :
a. pemegang IUP wajib memenuhi kewajiban keuangan seperti iuran tetap, iuran
eksplorasi, iuran produksi, PBB dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku
b. pemegang [UP wajib melakukan divestasi pada tahap produksi sesuai ketentuan
. yang berlaku yang ditetapkan bersaina Pemerintah Daerah. '

c. Dalam hal IUP didaftarkan pada pasar bursa saham dalam dan atau luar negeri Y

harus menggunakan badan hukum perusahaan pemegang saham IUP tersebut.

.d.  Pemohon [UP wajib menyetor vang jaminan pencadangan wilayah dan jaminan -

kesungguhan.

Pasal 14

.TUP terakhir :

a. karena dikembalikan
b. karena dibatalkan

.c. karena habis waktunya

Pemegang [UP dapat menyerahkan kembali [UPnya dengan pernyataan tertulis kepada

Gubernur. ' o

Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai dengan alasan-alasan

yang cukup apa sebabnya pernyataan ini disampaikan.

Pengembalian IUP dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur.

IUP dapat dibatalkan dengan Keputusan Gubernur, dengan terlebih dahulu mendengar

a. apabila pemegang IUP tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam
peraturan Daerah ini. o

b. Apabila pemegang IUP ingkar menjalankan perintah-perintah dan petunjuk vang
diberikan oleh aparatur pengawas untuk kepentingan Negara dan Daerah.
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(6) Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu [UP telah berakhir, sedangkan IUP tersebut
tidak diberikan perpanjangan maka IUP tersebut berakhir menurut hukum.

(1) IUP dapat dibatalkan dengan Keputusan Gubernur untuk kepentingan Negara dan
Daerah setelah mendengar pendapat dari Bupati/Walikota yang wilayahnya merupakan
bagian dari wilayah [UP.

(8) Jika IUP berakhir dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),(3), (4) dan (5)
maka :

a. segala hak dan kewajiban pemegang IUP batal menurut hukum
b. wilayah JUP terbuka kepada pemohon [UP lain
c. Segala sesuatu yang diperlukan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang

dan kelanjutan pengambilan bahan-bahan galian menjadi hak Negara tanpa
penggantian kerugian kepada pemegang IUP,

d. Perusahaan atau perseorangan yang memegang [UP diharuskan menyerahkan
semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagairva
yang bersangkutan dengan usaha pertambangan kepada Guberbur dengan tidak
menerima ganti kerugian.

(9) Jika IUP berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) maka kepada pemegang TUP
diberi ganti kerugjan yang besarmya berdasarkan hasil audit pada waktu itu. Gubernur
(10)menetapkan batas waktu bagi pemegang IUP untuk mengangkat segala sesuatu yang
menjadi hak miliknya dan bilamana segala sesuatu yang belum diangkat dalam waktu

tersebut menjadi milik Daerah.

(11)Prosedur pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Gubernur.

(12)Prosedur pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Hubungan Antara Pemegang IUP Dengan Hak Atas Tanah

Pasal 15

(1) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara atau tanah yang diberi suatu hak
atas nama Instansi Pemerintah atau BUNMN/BUMD terlebih dulu harus mendapat izin
dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas
nama perorangan atau Badan Usaha terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemegang
hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan
pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

(3) Usaha pertambangan yang terletak di sungai dan atan laut terlebih dahulu harus
mendapat pertunbangan tekius dari mswansi yang, (rka.
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(4) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Hak Milik perorangan, terlebih dahulu
mendapat izin dari pemilik berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara
pereusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan Pemegang IUP wajib
memperlihatkan surat izin atau salinannya yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang kepada pemilik hak atas tanah.

(2) Pemegang IUP wajib memberikan kompensasi sesuai ketentuan dan kesepakatan
kepada yang berhak atas tanah kerusakan sesuatu yang berada diatas tanah didalam
atau diluar wilayah usaha pertambangan akibat dari usahanya baik perbuatan itu
dilakukan sengaja atau tidak.

Bagian Kedelapan
Tumpang Tindih Lahan

Pasal 17

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan
selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Gubernur

sesuai kewenangnya setelah mendengar pendapat dari Bupati/Walikota setempat dimana
wilayah IUP berada.

Bagian Kesembilan
Pengusahaan

Pasal 18

(1) IUP diberikan kepada :
a. Perseroan terbatas;
b. Koperasi,
¢. Perorangan warga negara Indonesia dengan mengutamakan masyarakat setempat.
d. Instansi pemerintah/Lembaga Penelitian dan Pengembangan Iimu Pengetahuan dan
teknologi.

(2) Pengusahaan bahan galian tambang tertentu tidak dapat diekspor sebagai bahan mentah
(raw material) yang peraturannya ditetapkan kemudian melelui Keputusan Gubemur.

(3) Pengusahaan pertambangan dalam rangka penanaman modal asing harus ditakukan
melalui badan usaha Indonesia yang kepemilikan sahamnya sesuai dengan peraturan
perundangan.

(4) Persyaratan dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur iebih ianjut
dengan Keputusan Gubernur.
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Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 19

Pemegang 1UP melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang,

lingkungan hidup.

Pemegang [UP wajib melakukan upaya mempersiapkan kesinambungan kehidupan

masyarakat setempat pasca tambang sebelum kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pemegang, 1UP bertanggung jawab atas pengambilan fungsi lingkungan yang

disemaikan dengan peruntukkannya dengan tetap memperhatikan keselamatan dan

kesehatan kerja tambang pada ahapan pasca tambang,

Sesuai dengan Kklasifikasi Pemegang lzin Usaha Pertambangan diwajibkan untuk

membuat

a.  Analisis mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal) yang, terdiri dari kerangka
acuan analisis dampak lingkungan (KA-Andal), analisis dampak lingkungan
(andal), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan rencana pemantauan
lingkungan (RPL).

b. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL)
untuk kegiatan yang tidak wajib Amdal yang disusun masing-masing pemegang ijin
usaha pertambangan selaku pemrakarsa dengan bimbingan Dinas Pertambangan
dan Fungsi.

Klasifikasi dan kualifikasi kegiatan usaha pertambangan umum yang wajib Amdal atau
UKL/UPL mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pertambangan dan Energi memberikan bimbingan dan pengarahan teknis
terhadap pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL.

Kegiatan usaha pertambangan yang wajib Amdal membuat rencana tahunan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RTPKL), laporan pelaksanaan RTPKL serta
menyetor uang, jaminan reklamasi yang penempatannya sebelum melakukan kegiatan
penambangan atau operasi produksi.

Ketentuan penetapan besarmya jaminan reklamasi ditetapkan lebih lanjut oleh
Keputusan Gubernur.

Untuk mengakhiri sebagian atau sejumiah kegiatan pertambangan. pemegang, I1UP wajib

membuat Rencana Penutupan Tambang (RPT) dan melaksanakannya sesuai RPT vang
disetujui.
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Bagian Kesebelas
Keadaan Memaksa

Pasal 20

(1) Apabila terdapat keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu,
sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah IUP terpaksa dihentikan seluruhnya atau
sebagian, Gubernur dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitung-
kan dalam jangka waktu IUP atas permintaan pemegang IUP yang bersangkutan.

(2) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan
kewajiban pemegang TUP tidak berlaku.

{3) Gubernur menetapkan keputusan mengenai tenggangwaktu/moratorium tersebut
mengenai keadaan memaksa di daerah dimana wilayah TUP terletak, untuk dapat atau
tidaknya melakukan usaha pertambangan.

(4) Gubernur menetapkan keputusan aeiitua uan unciaknya tenggang waktu/moratorium
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)
bulan sesudah digjukannya permintaan tersebut.

Bagian Keduabelas
Penyelesaian Sengketa

Pasal 21

(1) Pemberi JUP bersepakat dengan pemegang ITUP untuk menyelesaikan masalah-masalah
yang timbul dari hak dan kewajiban yang timbul dari hak dan kewajiban yang dimuat
dalam IUP melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.

(2) Dalam hal penyelesaian masalah melalui konsiliasi tidak tercapai, maka penyelesaian
dilakukan melalui jalur linkarii.

(3) Dalam hal penyelesaian melalui arbitrase, maka dapat diselesaikan melalui badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atan melatui United Nations Commision on
International Trade Law (UNCITRAL).

Bagian Ketigabelas
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan menjadi tanggung
jawab Kepala Dinas Pertambangan dan Energj.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubernur
menetapkan kebijakan, norma, pedoman, standar, kriteia dan tatacara pembinaan.
pengawasan dan pengendalian.

(3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan meliputi -
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penyidikan umum

eksplorasi

eksploitasi, produksi dan pemasaran
keselamatan dan kesehatan kerja
lingkungan pertambangan
konservasi pertambangan

tenaga kerja

barang modal

investasi, divestasi dan keuangan.
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Pasal 23

(1) Sebagai pelaksana teknis pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan, Gubernur
mengangkat inspeltur tambang, _ ' 4
(2) Tatacara dan persyaratan pengangkatan inspektur tambang, sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Gubempr. _ .
(3) Tatacara pelaksanakan tugas inspektur tambang diatur lebih lanjut oleh Kgpala Dinas
pertambangan dan energi selaku Kepala Inspektur tambang, . _
(4) Inspektur Tambang dapat menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan
rtambangan dalam hal : .
I: terjadinya penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis
IUP.
. Terjadi konflik dengan masyarakat setempat. _
c. Menimbulkan akibat negatif yang cenderung membahayakan terutama bagi
keselamatan manusia.

(5) Kepala Dinas Pertambanrgan dan Energi selaku Kepala Inspektur Tgmpang dagat
menghentikan tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan sebagai tindak lanjut
penghentian sementara oleh inspektur tambang dalam hal : o
a. terbukti terjadi penyimpangan dalam batas-batas tertentu dan secara teknis tidak
dapat diperbaiki. . . ‘

b. Terbukti terjadi konflik dengan masyarakat setempat yang tidak dapat diselesaikan
yang disebabkan kelalaian pemegang ILTP.

¢. Terbukti menimbulkan akibat negatif terutama membahayakan . k.eselamatan
manusia dan atau lingkungan dimana secara teknis tidak dapat diperbaiki.

(6) Tatacara penghentian sementara dan penghentian tetap kegiatan pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut mulai Keputusan
Gubernur.
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BAB 1V
BIAYA KONVENSASI JASA

Pasal 24

(1) Setiap pengguna jasa dari dinas Pertambangan dan Energi berupa jasa peneclusuran
informasi, pencadangan wilayah, kompensasi dan data, jaminan pencadangan wilayah,
dikenakan biaya jasa sebagai berikut :

a. Penelusuran informasi dan penetapan koordinat Rp. 100.000,- per lima menit
pertama dan kelebihannya Rp. 50.000,- setiap lima menit.

b. Pencadangan wilayah sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari.

c. Biaya pencetakan peta informasi wilayah pertambangannya untuk :
1). Petanlugan A1 7504 x 840 mm) sebesar Rp.2.000.000,-
2). Peta ukuran A3 (297 x 420 mm) sebesar Rp.1.000.000,-

d. Biaya sewa alat pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah propinsi ditetapkan
sebesar 5 % per bulan dari nilai buku.
(2) Pungutan biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas daerah.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu dilingkungan Dinas Pertambangan dan Energi, diberi wewenang khusus
sebagat penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana
yang, berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang, :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang pertambangan.

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang pertambangan.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang ataun badan hukum sehubungzn
dengan peristiwa tindak pidana di bidang pertambangan.

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang pertambangan.

e. melakukan pemeriksaan, pengujian di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti, serta melakukan penyitaan terhadep badan dan barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam tindakan pidana di bidang pertambangan.

f  Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang
pertambangan.
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%)) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

@ pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam
Pasal 7 ayat (1) dan pasal 13 angka 2, 3, dan 4, Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (2), (3), (4),
(5), (7) dan (9), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tindak pidana kejahatan
diancam pidana berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya.

(4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan akibat tindak pidana kejahatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetor ke kas daerah Kalimantan Tengah.

(5) Jika pemegang izin usaha pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroan, maka
hukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) dijatuhkan kepada para
anggota pengurus.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 27

(1) Pengawasan pelaksana peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan
energi bersama-sama dengan instansi terkait.

@) Pengawasan schagaimanz dimakeus dglar ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan
pengawasan represit.
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Pasal 28

(1) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), meliputi :
a. pembinaan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat
b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana
c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan

(2) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), meliputi :

a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan pemegang ijin  usaha
pertambangan dan atau warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan
dalam Peraturan daerah int dan peraturan pelaksanaannya.

b. Penyerahan penanganan pelanggaran peraturan daerah kepada lembaga peradilan.

‘BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Setiap Surat lzin Pertambang. Daciah (2iFD) dan St Iin Pertambangan Rakyat Daerah
(SIPRD) yang telah dikeluarkan berdasarkan kewenangan Pemerintah Propinsi sebelum ber-
lakunya peraturan daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturas
daerah ini sepanjang materinya tidak beiteniangan dintyatakan tetap beriaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur,

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi daerab
Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 tahun 1998 tentang Izin Usaha Pertambangai
Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat | Kalimantan
Tengah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian
Emas, dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 32
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini
dengan penempatannya dalam lembaran daerah propinsi Kalimantan Tengah.

Disahkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Mei 2002

GUBERNUR KAL AN %NGAH,

ASMAW AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN PENGAH,

Drs, DJ. NIHIN
Pembina Utama

NIP. 010 049 641

LEMBARAN DAERA A PROPINSi KALIMANT AN TENGAH
TAHUN 2002 NOMOR 34 SER] E.
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG
PENGELOCLAAN PERTAMBANGAN

PENJELASAN UMUM

Potensi bahan galian tambang di Kalimantan Tengah mempunyai peranan yang
sangat penting dan perlu di manfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang
pembangunan daerah maupun nasional. Pemanfaatan potensi tersebut di dalam
pelaksanaannya dapat diatasi sehingga kemampuan daya dukung dan keseimbangan
Hinclymeanr t2tom tamelihora gelain agar kesehatan dan keselamatan kerja dapat di jaga

Guna mewujudkan pemerataan pembangunan maka pengelolaan pertambangan
sejauh mungkin harus mengikutsertakan masyarakat setempat, koperasi dan pengusaha
golongan ekonomi lemah, selain untuk memberikan peluang kerja dan peluang usaha,
juga untuk mencegah terjadinya monopoli usaha

Peraturan mengenai pengelolaan pertambangan didasarkan pada Undang-
undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
dengan peraturai poiaksaiaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969
yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 serta Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

Namun demikian kenyataannya kegiatan usaha pertambangan belum sesuai
dengan diharapkan, baik teknis pelaksanaanya maupun pemanfaatannya belum dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 1452 dan Nomor 1453 tahun 2000, maka kewenangan Pemerintah
Propinsi Kalimantan Tengah meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus,
meinbina, mengawasi, mengendalikan dan mengembangkan usaha pertambangan.

Pengaturan mengenai pengelolaan pertambangan selain untuk pemanfaatan
saat ini, juga harus dapat menjamin pemanfaatannya untuk masa yang akan datang, agar
dapat berkesinambungan dalam rangka menunjang pembangunan yaitu antara lain
dengan jalan meanyucun perencanaan pertambangan atau rencana induk pertambangan
Kalimantan Tengah dan membatasi kegjatan pertambangan di kawasan lindung dengan
jalan pemberian persyaratan-persyaratan yang ketat kepada pemohon ijin.

Rencana induk pertambangan dalam rangka pengaturan pemanfaatan bahan
galian tambang dilakukan melalui penetapan zona pertambangan, sedangkan untuk
menjamin pemanfaatannya di masa yang akan datang dilaksanakan konseivasi potensi
bahan galian tambang melalui penetapan zona pencadangan.

Peraturan daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai
saiidasail iy Rudl Lag: penyustnan peraturan-peraturan pelaksanaannya iebih faijut,
agar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah-kaidah
pertambangan yang, berlaku.

fI. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

pasal 1 s.d Pasal 3
Pasal 4 ayat (1)

Ayat (2) dan ayat (3)
Pasal 5 ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Huruf b
Hunuf ¢

Huruf d

Huruf e

Ayat (2)
Pasal 7 sd Pasal 9

Cukup jelas

Penyelidikan eksplorasi yang dilakukan mempunyai skala
peta 1 : 100.000 sampai dengan 1 : 30:000

Cukup jelas

perencanaan pertambangan atau rencana induk pertam-
bangan bertujuan selain untuk memberikan dukungan
kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan
terpadu, juga agar kegiatan pertambangan terkonsentrasi
pada daerah-daerah yang layak tambang dan tidak dilaku-
kan disembarang tempat sehingga daerah-daerah yang
tidak layak ditambang seperti misalnya kawasan-kawasan
lindung atau daerah-daerah padat pemukiman dapat dijaga.

Mengingat luasnya wilayah Propinsi Kalimantan Tengah
dan minimnya data dasar yang dimiliki maka langkah
efektif perencanaan pertambangan adalah dengan
menetapkan wilayah-wilayah yang tidak layak tambang
sesuai dengan perkembangan data, wilayah ini dapat
diperluas dan diperkecil.

Beberapa jenis bahan galian mempunyai manfaat yang
beraneka ragam, oleh karena itu perlu diteliti agar dapat
meningkatkan nilai tambahnya.

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan produk unggulan pertambangan
adalah jenis-jenis bahan galian tambang yang diunggulkan
yang diharapkan dapat meningkatkan dayaguna dan
hasilguna sebagai bahan baku atau bahan penolong,

-

Pengembangan teknologi dibidang pertambangan
dimaksud untuk penerapan teknologi tepat guna yang
ramah lingkungan. .

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan
antara lain dengan jalan mengadakan pembinaan dan atau
pelatihan, khususnya untuk masyarakat setempat yang
berusaha dibidang pertambangan dalam rangka usahanya
dibidang pertambangannya dalam rangka meningkatkan
meningkatkan kemampuan agar pelaksanaan usahanya
dapat berjalan dengan baik.

Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasal 10 ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)
Pasal 11 s.d. Pasal 12

Pasal 13 angka 1 s.d
angka 3

Angka 4 huruf ab,c
Huruf d

Pasal 14 s.d. Pasal 17
Pasal 18 ayat (1) hurufadanb
Huruf ¢

Huruf d
Ayat (2)

Ayat (3) dan ayat (4)
Pasal 19 (1) s.d. ayat (6)
Ayat (7)

Pasal 20 s.d. Pasal 32

Yang dimaksud dengan bahan galian tambang ikutannya
adalah yang secara alamiah (genesa) keterjadiannya
berhubungan erat dengan bahan galian tambang utama.

Cukup jelas

dimungkinkan tumpang tindih wilayah untuk bahan galian
berbeda (bukan ikutannya)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Gubernur akan membentuk Umt. Pelaksana Teknis Pelaya-
nan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan,

Cukup jelas
Cukup jelas

Pemberian ITIP diutamakan terhadap masyarakat setempat,
baik yang belum (akan mengajukan permohonan) maupun
yang sedang melakukan penambangan.

Masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat
tinggal, bermata pencaharian dan terkena dampak langsung

maupun tidak langsung akibat adanya kegiatan
pertambangan di daerah tersebut.

Cukup jelas

Bahan galian tambang tertentu yang tidak dapat di ekspor
dalam bentuk bahan mentah (raw material) adalah jenis
bahan galian tambang yang dapat diolah sehingga mem-
punyai nilai jual yang tinggi (added value), seperti batu
setengah permata, marmer, granit/andesit atau sejenisnya.

Cukup jelas
Cukup jelas

Jaminan reklamasi adalah sejumlah dana yang disimpan
pada satu Bank Pemerintah An. Gubemmur Cq. Penyetor
Dana, yang gunanya sebagai uang jaminan pelaksanaan
reklamasi lahan bekas tambang.  Uang ini bukan
merupakan penerimaan daerah.

Cukup jelas.
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